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LAMPIRAN 1. DAFTAR GARIS BESAR PERTANYAAN 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program nasional 

penanganan permukiman kumuh (KOTAKU)? (setelah narasumber 

menjawab pertanyaan peneliti, peneliti akan memberikan feedback 

terkait tujuan dan output implementasi program KOTAKU. 

2. Mengapa permukiman kumuh muncul di Kelurahan Lappa? Kira-

kira menurut Bapak/Ibu, penyebabnya apa? 

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pengelolaan perbaikan dan 

penanganan kualitas lingkungan permukiman setelah adanya 

program KOTAKU? 

4.  Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Lappa dalam 

program KOTAKU guna menwujudkan Kota bebas kumuh? 

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepedulian masyarakat sekitar 

terhadap lingkungan dan kondisi sarana-prasarana di Kelurahan 

Lappa? 

6. Yang Bapak/Ibu ketahui, apakah ada dana pengelolaan dan 

pemeliharaan infrastruktur terbangun yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat? 

7. Apakah ada pemberdayaan masyarakat setelah adanya program 

KOTAKU? 
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LAMPIRAN 2 MANUSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

Manuskrip Wawancara dengan Bapak Sudirman Museng 

Peneliti Kepentingan apa sajakah yang dipengaruhi oleh Program KOTAKU di 
Kelurahan Lappa? 

Informan Program KOTAKU ini dek hadir sebagai progam dalam meningkatkan akses 
terhadap infrastruktur dan playanan dasar di permukiman kumuh perkotaan 
menurunkan luas permukiman kumuh. Tentu saja kepentingan yang 
dipengaruhi oleh KOTAKU adalah masyarakat yang daerahnya masih 
kumuh, seperti sebagai sasaran utama Program KOTAKU tersebut 

Peneliti Bisa bapak jelaskan tupoksi stakeholder terkait yang terlibat dalam program 
KOTAKU ini? 

Informan Instansi terkait pada Program KOTAKU ini selain kita ada juga dari 
perwakilan dari Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Cipta Karya, 
Bappeda atau Dinas PU, Satker Dinas Kawasan Perumahan dan 
Permukiman Kabupaten Sinjai. Kami melakukan koordinasi seleksi dan 
penetapan kepada desa/kelurahan sasaran program tersebut. Bappeda atau 
Dinas PU sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor 
non fisik seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, Dinas 
Perumahan dan Permukiman adalah sebagai instansi pembangunan di 
sektor fisik, serta Bappeda sebagai pemberi arahan pembangunan, 
melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program. 

Penelti Berkaitan dengan Sumber Daya pak, Apa sajakah yang dapat mendukung 
sumber daya baik itu SDA atau SDM di Kelurahan Lappa dalam program 
KOTAKU ini? 

Informan Pelaksanaan program KOTAKU di Lappa dek, didukung oleh fungsi 
lingkungan disekitar lappa yang menunjang proses perbaikan sarana dan 
prasarana yang dekat kawasan pesisir. Selain itu partispasi seluruh elemen 
masyarakat sangat aktif. Komitmen pemerintah dalam memberikan 
pelayanan dan kecakapan informasi tentang prilaku hidup sehat pasca 
program telah selesai 

Peneliti Seberapa besar kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi 
program KOTAKU di Lappa pak? 

Informan Mengenai kepentingan aktor yang terlibat selama pengerjaan dan 
pengadaan penampungan air bersih, banyak masyarakat memohon agar 
penampungan tersebut berada di lingkungan mereka tanpa memedulikan 
masyarakat lain yg lebih membutuhkan. Ada lagi kedekatan tokoh 
masyarakat dengan pemerintah agar terlebih dahulu diperbaiki jalanan 
sekitar rumahnya. sampai ada warga yang nekat mengancam membawa 
golok yang memaksa pembangunanya dilakukan di dekat rumahnya untuk 
kepentingan pribadinya 

Penelti Dampak positif yang dihasilkan program  KOTAKU sangat besar bagi 
masyarakat, tetapi ada beberapa kalangan masyarakat tidak merasakan 
dampak dari program KOTAKU, tanggapan bapak mengenai ini? 

Informan Proses tahapan Program KOTAKU ini tidak akan berjalan sampai 
mebuahkan hasil ini tanpa adanya masyarakat. Masyarakat Lappa yang 
justru menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan program ini. Mengenai 
masalah tidak semuanya RT/RW beberapa lingkungan yang belum 
merasakan dampak dari program KOTAKU, untuk saat ini masih disusun 
penganggarannya karena factor adanya pandemic COVID 19 ini kami 
bersama tim dari Dinas PU, Permukiman dan BKM belum bias bergerak 
banyak tapi kami usahakan untuk perencanaan bebas kumuh di Kelurahan 
Lappa pada tahun 2021 nantinya 

Penelti Apakah program KOTAKU memberikan dana intensif pasca program ini 
telah selesai? 
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Informan Program KOTAKU tidak memberikan pendanaan untuk pengurusan 

infrastruktur yang telah dibangun pasca program telah berakhir 

Manuskrip Wawancara dengan Bapak Nur Alamsyah 

Peneliti Menurut Bapak, Siapa yang paling mempunyai kepentingan yang 
mempengaruhi kebijakan program KOTAKU? 

Informan Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dari Program 
KOTAKU ini adalah masyarakat menjadi sasaran utama dalam Program 
KOTAKU ini, dimana diharapkan masyarakat yang mendapatkan pelayanan 
perbaikan dapat menjaga lingkungannya agar lebih bersih dan tidak kumuh 
lagi 

Peneliti Sejak kapan program KOTAKU ada di Kelurahan Lappa pak? 

Informan Program KOTAKU di Kelurahan Lappa mulai dilaksanakan sekitar 

pertengahan November 2018. Pertimbangan dari pelaksanaan kebijakan dari 

program ini adalah kondisi lingkungan Kelurahan Lappa bisa dikatakan 

kumuh dan semarut, terutama mengenai sampah dan sistem drainase yang 

pengeLolaannya kurang baik sehingga menyebabkan banjir pada saat 

musim hujan dan air pasang. Kalau hujan deras, warga mulai khawatir air 

naik.Selain itu jumlah pendatang tiap tahunnya meningkat hal ini 

menyebabkan kepedulian masyarakat yang bukan asli warga setempat acuh 

terhadap kebersihan dan kondisi lingkungannya 

Peneliti Penyebab Kelurahan Lappa dikatakan kawasan kumuh dari segi apanya 
pak?   

Informan Kelurahan Lappa merupakan salah satu kawasan kumuh paling besar di 
Kapubaten Sinjai hal ini disebabkan karna wilayah ini berada di kawasan 
pesisir yang telah mengalami banjir sebanyak 25 kali dalam 3 tahun terakhir 
terhitung sejak 2017 hingga sekarang. Setiap kali hujan dan air pasang naik, 
daerah ini tergenang bahkan kadang sampai ke jalan raya dan sampah yang 
semakin menumpuk, selain itu bukan hanya karena faktor air hujan yang 
cukup tinggi, tetapi juga karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 
lingkungan. Adanya program KOTAKU ini, salah satunya adalah untuk 
mengatasi masalah tersebut. 

Penelti Salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh yaitu faktor urbanisasi, 
Daerah mana saja yang datang mengadu nasib di Kelurahan Lappa pak? 

Informan Masyarakat pendatang yang bermukim di lingkungan ini merupakan 
pendatang dari jeneponto dan bantaeng ada juga dari jawa dek 

Manuskrip Wawancara dengan Bapak Amiruddin Latief 

Penelti Manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat baik individu maupun 
kelompok dalam program KOTAKU ini pak? 

Informan Mengenai manfaat yang dihasilkan dari program KOTAKU ini seperti 
sekarang masyarakat tidak harus pergi ke sungai kalau mau mandi, 
nyuci, pokoknya melakukan aktifitas kesehariannya bisa dirumah. Jalan-
jalan digang juga sudah banyak yang diperbaiki, adanya Tempat 
Pembuang Sampah (TPS) sedikit demi sedikit masyarakat tau pentingnya 
menjaga kesehatan lingkungan dan badan sendiri. Jadi setelah adanya 
KOTAKU ini, masyarakat di lingkungan kelurahan, Alhamdulillah 
infrastrukturnya sudah mulai terpenuhi dan kesadaran masyarakatpun 
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ikut tumbuh 
Peneliti Bagaimana kedudukan bapak sebagai Ketua BKM Bahari Sejahtera 

dalam hal koordinasi penetapan wilayah kumuh di Kelurahan Lappa? 
Informan Dalam penetapan nama lingkungan telah diatur oleh dinas terkait yaitu 

Bappeda, Dinas PU telah menerima lingkungan yang termasuk sebagai 

penerima program tersebut hanya meneruskan dan berkoordinasi 

langsung dengan Kelurahan terkait sesuai cakupan wilayah kerjanya 

serta berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai 

instansi pembangunan secara fisiknya. 

Peneliti Apakah masyarakat terlibat aktif kedalam program KOTAKU ini pak? 

Informan Masyarakat Kelurahan Lappa tidak hanya penerima bantuan dari program 
KOTAKU, tetapi masyarakat juga pelaksana program. karena masyarakat 
juga berpartisipasi dalam pengembangan program ini 

Penelti Bagaimana proses keterlibatan masyarakat dalam implementasi program 
KOTAKU di Kelurahan Lappa? 

Informan Tahapan proses program KOTAKU tidak akan berjalan hingga saat ini 
tanpa adanya dukungan dari masyarakat.Keterlibatan masyarakat dari 
awal perencanaan hingga pemetaan daerah kumuh di Lappa sehingga 
menghasilkan data baseline wilayah prioritas penaganan 

Peneliti Berkaitan dengan Sumberdaya, Apa saja sumberdaya yang digunakan 
pak? 

Informan Sumber daya yang digunakan dalam Program KOTAKU berasal dari 
SDM masyarakat lappa dan sumber daya alam yang digunakan dalam 
program yaitu lahan untuk perbaikan dan penyimpanan penampungan air 
minum dan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan 

Peneilti Sebelumnya terlaksanannya program ini pak, apakah ada sosialisasi 
tingkat kelurahan dalam menyusun program KOTAKU ini? 

Informan Saat sosialisasi program ini, saya hanya disampaikan bahwa ada 
program yang menggantikan PNPM yaitu KOTAKU tetapi tidak ada 
koordinasi dan konfirmasi sebelumnya... Selain itu, proses penentuan 
lokasi perbaikan ditentukan oleh kedekatan tokoh masyarakat dengan 
pemerintah 

Peneliti Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan mengatasi kerusakan 
dampak lingkungan? 

Informan Bentuk penanganan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan 
lingkungan yang diakibatkan oleh banjir dan air pasang yaitu perbaikan 
drainase dan mengeruk sedimentasi dari drainase sepanjang bantaran 
sungai telah dilakukan tapi belum mampu menampung limpasan air jika 
air pasang naik 

Peneliti Apakah program KOTAKU memberdayakan masyarakat secara sosial-
ekonomi pak? 

Informan Terdapat warganya yang diserap menjadi tenaga kerja yang merupakan 
masyarakat yang menganggur ataupun tidak mempunyai pekerjaan tetap 
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LAMPIRAN 3. KONDISI SARANA & PRASARANA 

KONDISI HUNIAN RUMAH 

 

 

 

   

 

 

 

 

KONDISI AKSES JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



163 
 

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI SARANA PERSAMPAHAN 
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LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU 

 


